PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2810210004983

Berdasarkan Undang-Undang Nomar 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nosmor Induk
Bensaha (NPB) kepaiia:

1. Nassa Pelaiu Usaha : Yayasan DARUL MARIFAT ATTAOHD
2. Alamat Kanior : MULYA JAYA RT. 011 RW. 003, Kel. Mulya Jaya, Kec. Lalan, iKab. Musi
Kode Pos: 30758
No. Telepon : 085366497291
Emad - L.com
3. Stalus Penanaman Modal : PMDN
4.mewwuwnmm : Lihat Lampiran
(KBLl)
5. Skafa Usaha : Usaha Mikro

NIB ini beskaky di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan beslalu sebagai hak akses
pendafiaran kepesertasn jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosil ketenagekerjean, serta bukdi pemenuhan

Ditertitkan di Jakarta, tanggal: 28 Oktober 2021

Dicetak tanggal: 28 Oklober 2021

1. Dokason ini dieshitiar: wstem OSS berdesarksn deta derl Pelsku Useha, lersimpon dalam sistem OSS, yeng mernjact tenggung jaowad

Pudales Usaia. Balal
Dalam hal tagocs Kokoliruon s dokumen ini akan déakukan parhelkan scbegaimane mestnya. Sertifikasi
muuwmmmm“mmwm A Y

Dada fengksp Pevizinen Berusaha dapat diperoleh meleks sistern OSS menggunalan hak eksss.
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2810210004983

membenlwtninmmtdﬁmmm

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku Usaha dapat mengajukan pemyataan mandini pemenuhan standar.
kmmwwmmmy&mmm Standar, Prosedur, dan Keteria (NSPK)
ementerian/Lembaga (K/L

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

> wNo

Muwmwmmnndmmmmm
Dokaxmen ini folah dtandatengeni secora alekdronk menggunekan sertifikat slelkbronk yang diéerbitkan oleh! BSIE-BSSN.
akses.

e WNWMOSSMMMMMWMWOSS.MW*&MM
Ql
Dwrta lengiap Perizinan Berusaha dapat diperolef melalus sistemn 0SS menggunakan hak
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu
Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmpisp@mubakab.go.id  Website: www.dpmptsp mubakab.qo.id

e ——

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR :0002/IPF/DPMPTSP-IV/I/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPADA SMP DARUL MARIFAT
DI RT. 11 DUSUN lil DESA MULYA JAYA KECAMATAN LALAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat SMP DARUL MARIFAT (Sdr.
JOHAN SUPENO, S.H) Nomor: 001/SMP-DM/MJ/IX/2021 tanggal 1
Januari 2022 perihal PERMOHONAN PEMENUHAN IZIN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN (FORMAL),

b. bahwa dalam rangka untuk memperiuas akses pendidikan dibutuhkan
partisipasi masyarakat berupa Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non
Formal Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta; .

c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis 1zin
Pendirian Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomor : 04/BAP/DPMPTSP-
IV/2022 tanggal 19 Januari 2022, SMP DARUL MARIFAT layak untuk
diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Pendidikan
Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf ¢ tersebut di
atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal SMP DARUL MARIFAT.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

)

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245);-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3485),

7. Peraturan Pemeritah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 16);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2019 Nomor 2);

11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);

12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2020 tentang
Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2020 Nomor 7);

13. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 320/KPTS-DPMPTSP/2020 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN:

: Memberikan Izin kepada Sdr. JOHAN SUPENO, S.H untuk Izin

Penye'lenggaraan Satuan Pendidikan Formal Pendidikan Menengah

Pertama/Tsanawiyah Swasta :

Nama . SMP DARUL MARIFAT

Alamat : RT. 11 DUSUN Ill DESA MULYA JAYA
KECAMATAN LALAN KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2810210004983

NPWP . 530056571.314-000

: Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Pendidikan

Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan
Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta sebagaimana Peraturan
yang beriaku;






